GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 95 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa dalam rangka penyesuaian dengan kondisi keuangan

daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu

melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa

Timur Nomor 95 Tahun 2014 tentang Biaya Penunjang

Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur;

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
(Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang




Menetapkan

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Presiden Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2014
tentang Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil

Gubernur;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 95 TAHUN
2014 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

Pasal I



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 95 Tahun 2014 tentang Biaya Penunjang Operasional

Gubernur dan Wakil Gubernur (Berita Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014 Nomor 95 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil
Gubernur dianggarkan dalam APBD.

Penganggaran biaya penunjang operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi
sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) dari target
Pendapatan Asli Daerah.

Alokasi anggaran Dbiaya penunjang operasional
dialokasikan untuk kegiatan koordinasi,
penanggulangan kerawanan  sosial masyarakat,
pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna
mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil

Gubernur.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah sehingga Pasal 5

berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 5

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan
ayat (3) dapat diterimakan pada Gubernur, Wakil
Gubernur dan pihak lain.

Biaya Penunjang Operasional yang diterimakan kepada
Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud
pata ayat (1) diberikan secara langsung dengan

besaran sesuai dengan kebutuhan.

(3) Biaya



(3) Biaya Penunjang Operasional kepada pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
biaya personil, barang dan/atau biaya jasa sesuai
kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dengan
proporsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
adalah pihak lain penerima Biaya Penunjang
Operasional selain Gubernur dan Wakil Gubernur
yang menunjang kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Januari 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

Dr. H. SOEKARWO



Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 3 Januari 2017
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI E.



